TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan A.Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH LAUT SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : &0 2 /Disdukcapil/2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH LAUT,

. Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1)
huruf g Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran
memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah
Laut tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Tanah Laut Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran

' Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tahun 2024 Nomor 13);

11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025
(Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor
69);

MEMUTUSKAN :

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025.

Menunjuk dan menetapkan Saudara Dr. Ir. H. Akhmad Hairin,
M.M, M.P NIP. 19680129 199303 1 007 dengan Jabatan Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah
Laut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran
2025.

Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut berpedoman
pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta
perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan
ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.



KELIMA  : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH LAUT,

‘ Tembusan :
1. Bupati Tanah Laut, sebagai laporan
2. Kepala Bappeda Kab. Tanah Laut
3. Inspektur Kab. Tanah Laut



